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BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 2 07 TAHUN 2Ot4

TENTANG

PENGGUNAAN DANA SHARING PTNDIDIKAN GRATIS
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOITTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENTPONTO,

bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta
akuntabilitas penggunaan dana sharing Pendidikan
Gratis Tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah,
Pondok Pesantren {PPs Ulaa), Sekolah Menengah
Pertama, Madrasah Tsanawiyah, PPs Wustha, Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah
Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu mengatur
penggunaan dana untuk kegiatan sesuai dengan
kebutuhan operasional sekolah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Dana Sharing Pendidikan
Gratis Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonseia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 18221;
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2OO3 tentang Sistim Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 ); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang perubahan
kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaa\
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Peme.rintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
Undang-Undang Norner 1"2 Tahun 20 I I tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1
Nornor 82, Tambahan Lembara.n Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);
Peraturan Pemerintatr Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2OOO tentang Kewenangan Peinerintah dan
Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nornor 54 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2OOS tentang Standar Nas,ional Pendfilikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Os
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
trndonesia Nomor 49Sl;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{tembaran Negara Repuhlik Indonesia Ta}run 2OOs
Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang
Wajib Bel4jar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48631;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahr:n 2OO8 Nomor 91., Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aS6al;
Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Gerakan Nasional Percepatan, Penuntasan Wqiib
Bela-jar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan
Buta Aksara;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4
Tahun 2OOg tentang Penyelenggaraan pendidikan
Gratis Frovinsi Sulawesi Selatan;
Peratu.ran Gubernur Sulawesi Selatarr NomorgTahun
20l4tentangPelaksanaanPeraturan Daerah provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2OOg tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di provinsi
Sulawesi Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 189);
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16. Peraturan Daeratr KabupatenJenepontoNomor04Tahun
20L0tentangPendidikan Gratis (Lembaran Daerah
Nornor 2OO);

L7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Talu.ln Angaran 2Ol4 {Lembaran Daera}r
Nomor 2231.:'

18. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 13
Tah.un 2OO9 teatang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah
Kabupaten Jenepento Tahun 2SO9 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Me*etapkan : Penggunaan Dana Sharing Pend,idikan Gratis Pernerintah
Kabupaten Jeneponto

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Eupati dan Perangkat Daerah sebagai un$ur

Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggarasln urusan pemerintahan cleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
truasnya dalam sisttm dan prinsip Negara kesatuan republik .Indonesia
sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjr.ltnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ratryat Daerah Kabupaten Jeneponto.

6. Keuangan Daerah adalah semua hat< dan kewag'iban daerah dalam rangka
penyelenggaraan peme+intahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peratl"lran Daerah.

8. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan
kegiatan proses belajar meng4iar yang terdiri dari :
a. biaya personal meliputi biaya r.lntuk kesejahteraarl gufl.l, pegawai,

pengembangan profesi guru;
b. biaya non personal yang meliputi penerimaan siswa baru/daftar ulang

siswa, penu'r{ang kegiatan bela,.jsr mengqiar, evaluasi/penilaian,
perawatan/pemeliha-raan ringan, daya dan jasa, pembiayaan kesiswaan,
alat tulis kantor sosialisasi, replikasi, pengembangan wawasan wiyata
rnandala dan lain-lain.



BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(U Penggunaan dana sharing pendidikan gratis bertujuan untuk meningkatkan
mutu pendidikan pada tingkat Sekolatr Dasar, Madrasah lbtidaiyah, Pondok
Pesantren (PPs Ulaa), Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah,
PPs $/ustha, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah
Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta yang ada dalam daerah.

(2) Penggunaarl dana sharing pendidikan gratis berdasarkan prinsip-prinsip
Pemerataan, Jar:ninan Kualitas, Partisipati,f, T-raasparansi, Akuntabilitas,
Edukasi dan Kompetensi.

BAB III
PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

\- (1) Penetapan penggunaan dana sharing pendidikan gratis didasarkan pada
kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Pengelola dan Pengendali
Gratis di sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara
musyawarah, demokratis dan transparan.

(2) Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan dan -petunjuk -teknis serta ketentuan lain yang syah.

(3) Dana Sharing harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam
Rencana Kegiatan Angaran Sekolah (RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Sekolah {RAPBS}.

BAB IV
BESARANISATUAN BIAYA KEGIATAN

Pasal 4

{1) Komponen/item pembiayaan dana sharing pendidikan gratis untuk jenjans
L pendidikan dasar (SD, SDLB, MI, PPs Ulaa dan SMP, SMPLB, MTs, PPs' Wustha) datam rangka penyelenggara€m kegiatan sekolah diutamakan

untuk
a) Insentif Pendidik;
b) Insentif tenaga kependidikan yang terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah;
3. Wati Kelas;
4. I{epala Tata Usa}ra (KTU);
5. Staf Tata Usaha;
6. Bendahara Program Gratis;
7. Kepala Umsan (Kaur);
8. Guru BP/BK;
9. Laboran;
10. .Pustakawan;
11. Satuan Pengamanan (SATPAM);
1,2. Bujang Sekolah;
13. Kelebihan jam mengajar guru {PNS dan n$n PNS}, baik guru

sertifikasi maupun non sertifikasi.
c) Penggandaan lembar siswa;
d) Pengembangan Wawasan Wiyata Mandata.



(2) Komponen/item pembiayaan dana sharing pendidikan gratis untuk jenjang
pendidikan menengah (SMA, SMK dan MA) dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan sekolah diutarnakan untllk:
a) Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial dan pengayaan meliputi:

1. Pembiayaan lembar kerja siswa;
2. trnsentif gunr;
3. Penggandaan materi;
4. Penggandaan bahan ujian.

b) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
kecuali penggandaan formulir penerimaan siswa baru meliputi:
1. Pengadaan ATK;
2. Pengadaan Foto;
3. Insentif Panitia PSB;
4. Komsumsi Panitia;
5. Pembiayaan kegiatan MOS;
6. Penyusunan Laporan PSB.

c) Insentif tenaga kependidikan yang terdiri dari:
1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala sekolah;
3. Wali Kelas;
4. Ketrebihan jam mengqiar;
5. Ketua Frogram Studi Keahlian (SMK);
6. PenanggungJawab Laboran/Bengkel;
7. Teknisi;
8. Pustakawan;
9. SATPAM;
10. Bu.iang Sekolah;
11. Cleaning Service.

d) Pembiayaan pengelolaan pendidikan gratis meliputi:
1. Pengadaan ATK;
2. Pengadaan Surat Menyurat;
3. Penyusunan Laporan.

e) Pembiayaan Kantor Lainnya;
0 Pengembangan Wawasan Wiyata Mandala.

(3) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (21 harus
mengikuti batas kewajaran dan harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis serta ketentuan dan peraturan perundangan yang
berlaku.

{fl Dana Sharing harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam
Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Sekolah TRAPBS).

(5) Besaran/satuan biaya kegiatan tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, agar
disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bedaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan
pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Peraturan Bupati ini, sepanjang
apabila sesuai dengan petunjuk

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

Ditetapkan di : Jeneponto
Padatanggal : az September 2Ot4

Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal ap SE?l€Mb€k zoQ

Ptrt. SEKRETARIS DAERAH,

H. MUHASTMAD SYARIF.SH. MH
Pangkat Pembina Utama Muda
NrP. 1-9660420 1"99103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN MH NOMOR 07

i.- ::::-'** fewac,*+ah* ( *o



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR i oZ TAHUN 2014
TANGGAL : 0a SEPTEMBER 2014

PENETAPAN BESARAN/SATUAN BTAYA DANA SHARING PENDIDIKAN
GRATIS

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

NO. JENIS / BENTUK KE{trIATAII
BESARAN/

SATUAIT BIAYA KEGIATAIT
lRtrl

I(BT.

1 2 3 4
A. Jenjang Pendidikan Dasar ( SD/MI/PPs

Ulaa, SMP/ MTs/PPS Wustha)
1. Insentif Pendidik

Pembayaran kelebihan jam mengajar
guru baik PNS/Non PNS baik yang
sertifikasi maupun yang belum
sertifikasi

2.OOO-2. 5OO/ per jam pelajaran

2. Insentif tenaga kependidikan terdiri dari

a. Kepala sekolah 120.000- 1 25.OOO /oerbulan
b. Wakil kepala sekolah 75.O00-

1 00. O0O / ora.ns / perbulan
c. Wali kelas 75.000-

1 0O.OOO / orans/ perbulan
d. Kepala Tata Usatra fKTU) 75.OOO- 1 00.OOO / perbulan
e. Staf tata usaha 70.000-

75..OOO /oranq/ perbulan
f. Bendahara Prosram sratis 75.OOO- 1 O0.OOO / oerbulan
q. Kenala Urusan fKaur) 75.OOO- 1 OO.OOO /oerbulan
h. Pustakawan 75.000-80. OOO / perbulan
i. Laboran 75.000-8O.OOO /nerbulan
j. Guru Bimbingan

Penyuluh/Bimbingan Konseling
(BP/BK)

75.OOO- 1O0.000/orung/
perbulan

K. SATPAM 2OO.OOO-250.000 /oerbulan
l. Buiang sekolah 75.000- 1 OO.OO0 / oerbulan

3. Penggandaanlpengadaan Lembar sisrra
atau lembar keria siswa

Berdasarkan jumlah siswa
vans ada di sekolah

4. Pengembangan wawasan wiyata
mandala

Tidak melebihi l5 Va anggaran

B. Jenjang Pendidikan Menengah (

sMA/SMK/MA)
1. Pembiayaan kegiatan pembelqiarar,

remedial dan pengayaan meliputi:
a. Pembiayaan Lembar kerj'a siswa; Berdasarkan jumlah siswa

Yans ada di sekolah



b. Insentif guru;

c. Pengandaan materi;

d. Penggandaan bahan ujian.

2.000-2.5OOl per jam pelajaran

Berdasarkan jumlah siswa
yang ada di sekolah

Berdasarkan jumlah siswa
yang ada di sekolah

2. Pembiayaan seluruh kegiatan
penerimaan siswa baru

Berdasarkan jumlah siswa
baru yang diterima di sekolah

3. Insentif tenaga kependidikan yang
terdiri dari:
a. Kepala sekolah

b. Wakil kepala sekolah

c. Wali kelas

Ketua Program studi (SMK)

Ketua Program keahlian(SMK)

Penanggung jawab lab/ bengkel

Teknis

h. Pustakawan

i. SATPAM

i. Buiang sekolah

d.

e.

f.

ttb.

1 20.OOO- 125.OOO / perbulan

75.000-1O0.000/
orang/perbulan

75.OOO-100.000
/oranglperbulan

75.000-100.000
/ orang/perbulan

7s.000-100.000
/orung/perbulan

75.000-100.0o0
/oranglperbulan

7s.000-100.000
/orung/perbulan

75.000-80. 0OO/ perbulan

200.000-2 50.OOO / perbulan

75.000- 1 00.000 / perbulan
4. Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan

Gratis
Tidak melebihi lO a/o anggararl

5. Pembiayaan kantor lainnva Tidak melebihi 15 o/o ansqaran
6. Pengembangan wawasan wiyata

mandala
Tidak melebihi 15 o/o anggaran

BUPATI JENEPONTO,


